PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH

YAYASAN WALISONGO LAMONGAN DITINJAU DARI PP NOMOR 38

TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKKAN BADAN HUKUM YANG

DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH DAN PP NOMOR 24

TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH by Ulfa, Maria
PENULISAN HUKUM 
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH 
YAYASAN WALISONGO LAMONGAN DITINJAU DARI PP NOMOR 38 
TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKKAN BADAN HUKUM YANG 
DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH DAN PP NOMOR 24 
TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH 
Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 










PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH 
YAYASAN WALISONGO LAMONGAN DITINJAU DARI PP NOMOR 38 
TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKKAN BADAN HUKUM YANG 
DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH DAN PP NOMOR 24 
TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH 
 
 






Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan 
Ujian Penulisan Hukum 






















Dr. Tongat, SH., M.Hum 
SURAT PERNYATAAN 
 
Yang bertandatangan di bawah ini : 
Nama  : Maria Ulfa 
Nim  : 201410110311084 
Program Studi : Ilmu Hukum 
Fakultas : Hukum 
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 
1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: 
“PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH 
OLEH YAYASAN WALISONGO LAMONGAN DITINJAU DARI 
PP NOMOR 38 TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKKAN BADAN 
HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS 
TANAH DAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG 
PENDAFTARAN TANAH” adalah benar-benar karya saya, dan dalam 
naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang 
pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu 
perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, 
kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam 
sumber kutipan dan daftar pustaka. 
2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat 
dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir 
Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG 
TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang 
merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF. 
















“Ketika kakimu sepakat melangkah menuju ketempat yang penuh dengan 











“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah 
(datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya 








Nama  : Maria Ulfa 
Nim  : 201410110311084 
Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Oleh 
Yayasan Walisongo Lamongan ditinjau dari PP Nomor 38 
Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan Hukum yang dapat 
mempunyai Hak Milik atas Tanah dan PP Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah 
Pembimbing : 1. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum 
    2. Komariah S.H., M.Si., M.Hum 
 
Pendaftaran Hak Milik oleh Badan Hukum umumnya dapat dilakukan 
dengan cara pelepasan hak kemudian mengajukan permohonan hak sesuai dengan 
ketentuan Pasal 11 s/d 16 PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999. Yayasan 
Walisongo Lamongan merupakan badan hukum yang dapat mempunyai Hak 
Milik atas Tanah berdasarkan Surat Keputusan Penunjukkan Badan Hukum yang 
dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah dimana yayasan tersebut merupakan 
salah satu subyek hukum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
1963. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber 
data primer diperoleh dari wawancara dan dokumen tertulis sedangkan sumber 
data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah. 
Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi 
kepustakaan. Hasil penelitian dianalisa melalui teknik analisa deskriptif kualitatif. 
Dari penelitian ini ditemukan bahwa prosedur pendaftaran yang dilakukan oleh 
Yayasan Walisongo Lamongan belum sesuai dengan ketentuan PMNA/KBPN 
Nomor 9 Tahun 1999. Hal ini ditunjukkan fakta bahwa, acara pelepasan hak yang 
ditempuh oleh Yayasan Walisongo Lamongan belum dilakukan sehingga yayasan 
belum mengajukan permohonan hak terkait tanah-tanah yang dikuasainya. Saran, 
hendaknya Kantor Pertanahan menyediakan brosur mengenai informasi tentang 
penerbitan sertifikat Hak Milik oleh Badan Hukum. Agar pejabat pertanahan yang 
baru melakukan pertama kali terkait prosedur pendaftaran tanah lebih mengerti 
dan tidak merasa bingung. 
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Registration of Right of Ownership by Legal Entity generally can be done 
by way of release of rights then applying for rights in accordance with the 
provisions of Article 11 to 16 PMNA/KBPN Number 9 Year 1999. Walisongo 
Foundation Lamongan is a legal entity that can have Property Right on Land 
based on Decision Letter The appointment of a Legal Entity that may own the 
Property Right to the Land in which the foundation is one of the legal subjects in 
accordance with the provisions of Government Regulation Number 38 Year 1963. 
This study used sociological juridical approach method, primary data source 
obtained from interview and written document while secondary data source 
obtained from books, scientific articles, scientific journals, and scientific papers. 
Data collection techniques were in the form of interviews, documentation, and 
literature study. The results were analyzed by qualitative descriptive analysis 
technique. From this study it was found that the registration procedure performed 
by Walisongo Foundation Lamongan was not in accordance with the stipulation 
of PMNA/KBPN Number 9 Year 1999. This was shown by the fact that the 
release of rights carried out by Walisongo Foundation Lamongan has not been 
done so that the foundation has not filed the lands that they own. Advice, the Land 
Office should provide brochures regarding information about the issuance of 
certificate of Right of Ownership by Legal Entity, so that the new land officials to 
do the first time related to land registration procedures have better understanding 
and do not feel confused. 
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